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RINGKASAN

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dalam hal ini pihak
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam penegakkan hukum di Indonesia, Kepolisian
merupakan ujung tombak, karena Kepolisian merupakan institusi yang mempunyai wewenang
dalam bidang penegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, serta
merupakan aparat yang dapat menentukan apakah suatu pelanggaran maupun kejahatan yang
terjadi dalam masyarakat itu akan diproses lanjut atau tidak atau sering disebut sistem peradilan
pidana. Oleh sebab itu, semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat
maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada
pemidanaan penjara. Memang nampak salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa
seleksi perkara, terutama pada tindak pidana biasa bermotif ringan, sehingga mendapatkan
reaksi sosial dari masyarakat. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian
tindak pidana biasa bermotif ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang
tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistik yang telah dikukuhkan aparat penegak
hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas
untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Mengingat tindak
pidana yang tergolong ringan tersebut, lebih cenderung ditegakkan secara represif dan kearah
pendekatan filosofi pemidanaan penghukuman. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya atau
terobosan penanganan tindak pidana bermotif ringan agar dapat memberikan keadilan bagi
masyarakat. Di kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), dimungkinkan perdamaian
yaitu yang dinamakan kewenangan diskresi (discretionary powers). Kewenangan diskresi
salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan- badan administrasi negara
untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Sayangnya
diskresi ini belum diatur secara lengkap sehingga menimbulkan kesulitan dan keragu-raguan
dalam praktiknya. Adapun upaya damai berdasarkan restorative justice di Indonesia, hanya
dipergunakan dalam peradilan anak dengan istilah diversi. Dalam perkembangnnya, tahun
2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Penyelesaian tindak pidana
secara damai telah datur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang
menjadi dasar hukum Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sepanjang
tahun 2023, penerapan Restorative Justice di Polresta Banjarmasin mengalami peningkatan
sebesar 15% atau sebanyak 2.366 perkara dari tahun 2022 yaitu 15.809 perkara menjadi 18.175
perkara di tahun 2023. Adanya peningkatan penanganan perkara secara Restorative Justice di
Polresta Banjarmasin, menarik perhatian peneliti untuk menganalisis lebih jauh faktor
pendukung dan faktor penghambat penanganan perkara secara Restorative Justice di Polresta
Banjarmasin, dalam suatu penelitian skripsi. Permasalahan yang akan diteliti adalah :
Bagaimana faktor pendukung penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di
wilayah hukum Polresta Banjarmasin ? dan Bagaimana faktor penghambat penanganan tindak



pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ? Tujuan
dilakukannya penelitian adalah : untuk mengetahui faktor pendukung penanganan tindak
pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, dan untuk
mengetahui faktor penghambat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di
wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris, dengan obyek penelitian di Polresta Banjarmasin. Penelitian ini bersifat deskriptif,
dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui
wawancara terhadap penyidik di Polresta Banjarmasin yang pernah terlibat dalam penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan
hukum primer diinventarisir dan dicari ketentuan yang berkaitan dengan pokok
permasalahan dalam skripsi ini, sedangkan bahan hukum sekunder juga dihimpun yang
berkaitan dengan pokok masalah melalui studi kepustakaan. Data primer didapatkan, disusun
sesuai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder atau bahan hukum
yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan pemilahan dan disusun dalam tinjauan pustaka
dan dalam analisis masalah. Kemudian semua data didapatkan analisis kualitatif.

Selama tahun 2023 Polresta Banjarmasin berhasil menangani 426 tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif dari total 638 tindak pidana yang khusus ditangani penyidik Polresta
Banjarmasin. Terdapat beberapa faktor penunjang tercapainya menangani tindak pidana
berdasarkan keadilan restoratif, yaitu : a) Tindak pidana yang dimohonkan memenuhi syarat
materiil dan syarat formil untuk ditangani berdasarkan keadilan restoratif. b) Korban mau
berdamai dengan pelaku. c) Korban bersedia berdamai dengan pelaku karena berjanji tidak
mengulangi dan atau bersedia mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi.

Faktor penghambat tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di
Polresta Banjarmasin selama tahun 2023, adalah : a) Korban tidak mau berdamai, b) Korban
tidak mau berdamai dengan pelaku karena uang ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang
dialami korban, c) Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada Korban, dan d) Adanya
penasihat hukum dari pihak pelaku dan penasihat hukum yang mendampingi korban, turut
menghambat tercapainya perdamaian bagi pelaku dan korban.
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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah : untuk mengetahui faktor pendukung penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, dan
untuk mengetahui faktor penghambat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan
restoratif di wilayah hukum Polresta Banjarmasin.  Adapun jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder (bahan hukum
primer dan sekunder). Data primer didapatkan melalui wawancara, dan data sekunder
didapatkan melalui diinventarisir yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Selama tahun 2023 Polresta Banjarmasin berhasil menangani 426 tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif dari total 638 tindak pidana yang khusus ditangani penyidik Polresta
Banjarmasin. Terdapat beberapa faktor penunjang tercapainya menangani tindak pidana
berdasarkan keadilan restoratif, yaitu : a) Tindak pidana yang dimohonkan memenuhi syarat
ditangani berdasarkan keadilan restoratif. b) Korban mau berdamai dengan pelaku. ¢) Korban
bersedia berdamai dengan pelaku karena berjanji tidak mengulangi dan atau bersedia
mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi. Sedangkan faktor penghambatnya
tercapainya menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banjarmasin
selama tahun 2023, adalah : a) Korban tidak mau berdamai, b) Korban tidak mau berdamai
dengan pelaku karena uang ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban, c)
Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada Korban, dan d) Adanya penasihat hukum
dari pihak pelaku dan penasihat hukum yang mendampingi korban, turut menghambat
tercapainya perdamaian bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci : Keadilan, Restoratif, Polresta, Banjarmasin
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